Menimbang

Mengingat

BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR + TAHUN 2019
TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23
Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik;

bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan
publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan
nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan
publik pada Mal Pelayanan Publik;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Mal
Pelayanan Publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor
57);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG MAL PELAYANAN
PUBLIK




BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Landak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bidang Tenaga Kerja serta bidang
Transmigrasi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana
Pemerintah Kabupaten Landak.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga
fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-
masing.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui
satu pintu.

Penvelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permchonan
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu
dan satu tempat.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah
dan/ataU peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang
menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.




15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara
elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kegiatan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratuaran
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Peyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yvang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang di bentuk sernata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan
atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan
publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan
oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama
lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang
dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan
publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam
pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol
oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan
mengurangi biaya.

Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Polisi Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah struktur komando
Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat
SAMSAT adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk
memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang
kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Lintas Sektoral adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi
negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar
dari pemerintah atau swasata mengenai peraturan yang ditetapkan untuk
mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga
adanya keputusan dan kerjasama.



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1} Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat,
terjangkau dan mudah.

(2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini untuk:

a.

b.

C.

memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses
layanan pada satu lokasi atau gedung;

menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;

meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para
penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan
pengembangan layanan publik;

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih
cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari
pungutan liar; dan

mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

oo oy

penetapan lokasi dan nama MPP;
sumber daya manusia;
pelaksanaan; dan

mekanisme pelayanan.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI DAN NAMA MPP

Pasal 4

Lokasi dan nama MPP lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas
usulan Kepala DPMPTSP dan Naker.



BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Sumber daya manusia dalam  penyelenggaraan MPP  terdiri dari
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten Landak, Polisi Resor (Polres)
Kabupaten Landak, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) DPMPTSP dan Naker adalah pengendali manajemen yang mengelola
operasional Mal Pelayanan Publik.

(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)},
Kepala DPMPTSP dan Naker menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3} DPMPTSP dan Naker dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap
pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh lintas sektoral
dilakukan melalui mekanisme Perjanjian kerjasama antara Kelapa Daerah
dengan lintas sektoral yang dilakukan Tim Koordinasi kerjasama Kabupaten
Landak.

(2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik oleh OPD dan lintas sektoral menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(3)

Setiap instansi dan/atau lembaga penyelenggara Mal Pelayanan Publik
bertangggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai
dengan tugas dan fungsi dari instansi/lembaga tersebut berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Kesepakatan atau Perjanjian
Kerja Sama.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] melalui dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) DPMPTSP dan Naker dan sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;

b. pengelolaan gedung; dan

c. Penyediaan Sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan
kerja.

Anggaran dan biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan

tanggung jawab masing-masing penyelenggara Pelayanan Publik sesuai
dengan tugas, pokok dan fungsi.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat {1)
dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal \8 januart 3olg
BUPATI LANDAK,

i

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal % januari  Jolo)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

(
/
VINSSNSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR %632



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA, KORPORASI,
LEMBAGA INDEPENDEN DAN BADAN HUKUM DI MAL
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LANDAK

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

3. POLISI RESOR (POLRES) KABUPATEN LANDAK

4. SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
5. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

6. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BUPATI LANDAK,

A

/
KAROLIN GRET NATASA



